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Abstrak: Al-Halalu Bayn Wal Haroomu Bayn: Tafsir Agama(wan)
Islam Terhadap Tafsir “Sisi Gelap” Pengelolaan Keuangan Daerah.
Penelitian ini bertujuan menggali tafsir agama(wan) Islam terhadap mul-
titafsir aparatur terkait mekanisme “Dana Taktis” pengelolaan keuangan
daerah hasil riset Setiawan et al. (2013) yang terangkum dalam temuan
system-driven (un)fraud. Metodologi yang dipakai adalah bid’ah herme-
neutics. Multitafsir dari pengelola keuangan daerah dicarikan tafsir dari
nilai agama sebagai rujukan hakiki. Nilai agama dalam penelitian ini
diambil dari Islam, digali dari agamawan Islam/ulama beserta rujukan
sahih terkait. Riset ini menyimpulkan bahwa tafsir fraud atau unfraud
dalam Islam tidak ada. Al-Halalu Bayn Wal-Haroomu Bayn adalah kata
kunci bahwa halal-haram jelas, tidak ada ruang untuk wilayah abu-abu.

Abstract: Al-Halalu Bayn Wal-Haroomu Bayn:Islamic Meaning of the
“Dark Side” of Local Government Financial Management.The study
aimed to explore the Islam interpretations over multiple interpretations of
apparatus related “Tactical Fund” mechanism as stated by Setiawan et
al. (2013) research namely “system-driven (un)fraud”. This research used
bid’ah hermeneutics methodology. Multiple interpretations of apparatus
criticized by religious values as an essential reference. Religious values
taken from Islam, excavated from Islamic clerics/scholars and their as-
sociated valid referral. The findings of this research concluded that fraud
or unfraud interpretation in Islam does not exist. “Al-Halalu Bayn Wal Ha-
roomu Bayn” is keyword that the halal-haram is clear in Islam, there is no
place for grey area.

Kata Kunci: tafsir agama(wan) Islam, “sisi gelap”, pengelolaan keuangan
daerah, bid’ah hermeneutics, halal-haram

Penelitian Setiawan et al. (2013) mena-
rik untuk disimak. Pengelolaan keuangan
daerah menyisakan tikas yang benuansa
“sisi gelap” dalam praktik kesehariannya.
Mengambil situs pada sebuah SKPD (Satuan
Kerja Perangkat Daerah) di sebuah kabupa-
ten berinisial Pote Tolang, jejak yang bernu-
ansa “penyiasatan” tersebut termanifestasi
pada mekanisme pengelolaan keuangan
non budgeter resmi yang diistilahkan “Dana
Taktis”. “Penyiasatan” yang berporos pada
“Dana Taktis” merupakan selisih antara
total belanja yang dipertanggungjawabkan
(istilah lumrah dipakai: “di-SPJ-kan”) secara
administratif dan jumlah belanja riilnya (Se-
tiawanet al. (2013)). “Dana Taktis” ini dalam
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penelitian Setiawan et al. (2013), kemudian
dimintakan pemaknaan kepada para ak-
tor di lapangan, yaitu aparatur pengelola
keuangan daerah. Menggunakan metodologi
hermeneutika Gadamerian, “teks” doku-
men pengelolaan keuangan daerah, mulai
dari perencanaan (RKA dll), penatausahaan
(DPA, SPP, SPM, SP2D, SPJ dll) hingga pe-
laporan pertanggungjawaban keuangan
(laporan keuangan SKPD), dimintakan pe-
maknaan kepada aparatur. Informan pene-
litian tersebut mengakui bahwa sebagian
besar belanja barang/jasa, hampir seluruh-
nya tidak 100% berdasar fakta senyatanya.
Teks yang dihasilkan dalam proses penge-
lolaan keuangan daerah diakui tidak bisa
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seluruhnya sesuai kenyataan. Ada sistem
yang memaksa aparatur pengelola keuangan
melakukan “penyiasatan” tersebut (system-
driven). Inilah yang melahirkan ruang samar
apakah penyiasatan ini bernuansa “fraud”
atau tidak (unfraud). Berdasarkan pemak-
naan para aktor, masih menurut Setiawan
et al. (2013), mekanisme “dana taktis” ini
mengandung unsur ketidakjujuran penya-
jlan. Aparatur memaknainya bukanlah se-
buah bentuk fraud sepenuhnya. Alasan yang
disembulkan adalah, pelbagai mekanisme
yang berfokus pada “dana taktis” ini adalah
sebuah tradisi turun temurun sebagai se-
buah bentukan sistem birokrasi kantor.
Seisi kantor, juga rekanan pihak ketiga tahu
sama tahu sebagai satu jamaah karena di-
dorong sistem yang “memaksa”. Inilah yang
diistilahkan Setiawan et al. (2013) sebagai
sytem-driven (un)fraud. Artinya, mekanisme
non-budgeter di area bergradasi abu-abu ini,
dalam pemaknaan aktor, bukanlah bentuk
yang termasuk konsepsi fraud sepenuhnya.
Penting digarisbawahi bahwa seluruh infor-
man riset tersebut tidak ada yang dengan
gagah berani mengatakan bahwa mekanisme
tersebut (“penyiasatan” non budgeter dalam
“Dana Taktis”) dapat dibenarkan. Temuan
induktif berupa multitafsir dari para apara-
tur inilah yang ditekankan Setiawan et al.
(2013) masih menyisakan perdebatan, apa-
kah penafsiran unfraud ini dapat diterima di
antara gencarnya kampanye pemberantasan
korupsi di Indonesia.

Dari multitafsir yang menyembul dari
para aparatur inilah, penelitian lanjutan ini
memosisikan diri. Pasca pemaknaan dari
para aktor direngkuh, pandangan nilai-nilai
adiluhung yang seharusnya menjadi ruju-
kan tindakan menjadi titik perhatian saya.
Dalam pemikiran dan perenungan saya, ma-
nusia selalu memiliki akar berupa nilai yang
menjadi rujukan utama tingkah lakunya
dalam kehidupan (living values). Saya mera-
sa bahwa sangatlah penting untuk menelu-
suri terhadap apa yang menjadi nilai utama

1 Meminjam istilah hukum untuk menunjuk lo-
kasi dan waktu kejadian sebuah perkara.

2 Nilai-nilai agama ini kemudian saya kerucut-
kan menjadi agama Islam (saja). Hal ini di-
landasi realitas bahwa mayoritas masyarakat
Madura adalah muslim. Bahkan informan
penelitian ini secara kebetulan seluruhnya
adalah pemeluk agama Islam dan berdarah
Madura. Dalam kesadaran penuh sebagai

yang dijadikan pegangan manusia-manusia
yang berperan selaku aktor ini. Maka, ke-
tika menakar konteks locus dan tempus de-
licti* (lokasi dan waktu kejadian) penelitian
tersebut yang ada di Kabupaten Pote Tolang
pulau Madura, saya harus mencari nilai apa
yang menjadi rujukan utama manusia Ma-
dura. Akhirnya, saya menemukan bahwa ni-
lai-nilai mulia yang menjadi pegangan kuat
manusia Madura itu adalah nilai agamaZ.
Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana
nilai-nilai agama memandang dan menilai
adanya fenomena “sisi gelap” ini?

Saya meyakini bahwa agama telah se-
cara lengkap memberi panduan hidup. Aja-
ran tentang bagaimana menjalani laku seba-
gai manusia di dunia nan fana ini sangatlah
lengkap, mulai dari urusan dunia hingga
hari akhir kelak setelah kehidupan dunia
berakhir. Ketika di banyak kejadian, hukum
legal formal belum (cukup) efektif untuk
menghadirkan efek jera, sejenak perlulah
kita menoleh kepada ajaran agama. Tujuan-
nya adalah menyentuh sisi kesadaran terda-
lam sebagai manusia secara bersama-sama.
Banyak nilai-nilai kebaikan universal yang
patut dilakoni manusia berterima dan berla-
ku umum. Dalam domain publik, terma-ter-
ma nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab,
amanah (akuntabilitas) adalah in line den-
gan ajaran seluruh agama. Seperti diketa-
hui, mayoritas masyarakat Madura dikenal
memiliki ketaatan terhadap nilai-nilai Islam
yang begitu kuat. Dari pandangan nilai-nilai
adiluhung yang digali dari agama ini, pada
etape berikutnya, kiranya dapat terpapar-
kan pula tawaran jalan keluar dari belitan
persoalan kompleks pengelolaan keuangan
daerah ini. Pencitraan Madura kemana-
mana selama ini juga menunjukkan bahwa
penduduk pulau garam ini tergolong agamis,
teguh memegang prinsip Islami dan terlekat
kuat dengan nilai-nilai budayanya (yang se-
bagian besar juga berasal dari nilai Islam).
Dalam stratifikasi sosial misalnya, kiai (ky-
ae), sebutan untuk pemuka agama Islam

muslim, saya juga berkepentingan untuk
mengangkat (kembali) ke permukaan nilai-
nilai Islam yang saya yakini kebenarannya.
Sebuah ajakan kolektif untuk bersama-sama
menengok (kembali) ajaran Islam yang dalam
pusaran modernisasi yang sekuleristik ini
seakan-akan “terpisahkan”(untuk tidak men-
gatakan “terlupakan”) dari diri manusia-ma-
nusia modern hari ini.
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menempati lapisan teratas (Wiyata 2002).
Saya sendiri, secara subjektif berpikir bah-
wa pemaknaan para aktor harus “dikritisi”
dengan cara membenturkannya dengan nilai
yang saya yakini benar: agama (Islam).
Mengenai pandangan nilai-nilai agama
ini, pandangan kaum agamawan Islam men-
jadi sumber otoritas sahih. Peneliti menem-
patkan pendapat kaum ulama ini sebagai
sandaran untuk mengonfirmasi beberapa
temuan lapangan, pun juga pemaknaan-
pemaknaan yang terlontar dari mulut para
aktor pengelolaan keuangan daerah yang
menjadi informan. Intinya adalah, dalam
proses induktif ini, temuan lapangan serta
pemaknaan para aktor akan dipertanyakan
secara nilai-nilai Islam. Pertanyaannya
sederhana, bagaimana nilai-nilai Islam (den-
gan mengambil rujukan utama: Al-Qur’an
dan Sunnah Rasul) memberikan pedoman
dan pemaknaan terhadap “sisi gelap” yang
menyeruak nantinya. Tokoh agama (ulama)
yang menjadi informan ini akan memberi-
kan pemaknaan berdasarkan nilai-nilai Is-
lam. Penelusuran makna bagaimana Islam
memandang persoalan tentang sisi gelap
pengelolaan keuangan daerah ini adalah
usaha ekstensifikasi mencari sandaran pe-
maknaan yang benar menurut Allah. Sanda-
ran utamanya adalah Al-Qur’an dan Hadist.
Guna memudahkan penelusuran, pendapat
dari ulama terkemuka menjadi pedoman.
Selanjutnya, beberapa literatur yang berha-
sil dikumpulkan menjadi landasan penguat
beberapa pendapat kedua tokoh Islam ini.
Begitu banyak sudah buku-buku, juga ce-
ramah-ceramah para da’i, yang mengatakan
bahwa Islam melarang seluruh tindakan
ketidakjujuran, termasuk fraud (korupsi ada
di dalamnya). Untuk urusan hablum min an
naas, mulai teologis hingga figh muamalah,
Islam dengan tegas mengedepankan nilai-
nilai kejujuran, amanah dan nilai-nilai ke-
baikan lainnya sebagai panglima. Pun uru-
san halal-haram juga tegas penilaiannya.
Mengingat luasnya ajaran Islam ini, demi
memudahkan pembahasan, penelitian ini
mencoba menelusuri pandangan Islam ter-
hadap “fraud”, berangkat dari fakta-fakta
beserta pemaknaan aktor sebagaimana ter-
jumpai pada riset Setiawan et al. (2013) di
lapangan. Temuan lapangan itu yang dicari-
kan pemaknaan sejatinya berdasarkan nilai-
nilai Islam. Sebagai langkah memudahkan
“peta jalan” penelusuran makna, nilai Islam
tersebut akan digali dari 2 (dua) ulama yang
peneliti pandang memiliki kapasitas untuk

berbicara mengenai ajaran Islam. Dasar dan
landasan utama penelusuran pandangan Is-
lam ini tetaplah Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Panduan dari pendapat ulama dengan integ-
ritas teruji ini akan membawa kepada pema-
haman yang memudahkan tentang Islam
dan fraud. Literatur lainnya yang menambah
penjelasan akan menduduki urutan berikut-
nya pemberian penjelasan.

Penelitian ini diharapkan dapat mem-
berikan kontribusi penting yang bermanfaat
bagi segenap stakeholder keuangan daerah.
Minimal ada 3 (tiga) kontribusi yang saya
pandang dapat menjadi sumbang saran
penelitian ini yaitu: Pertama, kontribusi teo-
ritis; Secara teoritis, penelitian ini diharap-
kan dapat memberikan kontribusi terkait
pemaknaan agama (Islam) terhadap multi-
tafsir aparatur pengelola keuangan daerah
selaku penafsir atas “teks” tikas remang
pengelolaan daerah pemaknaan. Pada saat
yang sama penggalian makna hakiki dari
nilai agama (Islam) merupakan ikhtiar pem-
berian solusi jalan keluar atas ekses negatif
yang potensial muncul.Kedua, kontribusi
kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan landasan bagi pengambil kepu-
tusan untuk mengurangi praktik tak ideal
dari pengelolaan keuangan daerah di era
reformasi, terutama dalam hal pencerahan
bagaimana pemahaman agama (Islam) dapat
terinternalisasi lebih substantif lagi dari
semua stakeholder. Pandangan (dan ajakan)
kembali ke khittah asali yang berasal dari
nilai agama ini bisa jadi dapat “mengurangi”
(kosakata yang lebih tepat dibandingkan
“menghilangkan”) praktik-praktik yang ke-
luar dari semangat awal lahirnya otonomi
daerah. Ketiga, dalam tataran tertentu, ada
kontribusi metodologi penelitian yang dapat
disumbangkan oleh penelitian ini. Peng-
galian pemaknaan para informan penelitian
Setiawan et al. (2013) berangkat dari akar
tradisi hermeneutika gadamerian. Penafsir-
an tiga peneliti diatas selaku penafsir terha-
dap pengalaman “teks” tertafsir melahirkan
sebuah pemaknaan yang terpola pada sim-
pulan berupa system driven (un)fraud. Pe-
maknaan intersubjektifitas antara penafsir
dan tertafsir ini hanya melahirkan lingkaran
penafsiran tak berujung (hermeneutical
circle). Tiada pagar nilai yang menjadi ruju-
kan pemaknaan dalam tradisi hermeneu-
tika. Pentingnya pemaknaan berdasar nilai
ini menjadikan penelitian ini lantas merasa
perlu guna mengekstensikan akar herme-
neutika ini. Lahirlah apa yang saya istilah-
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kan sebagai bid’ah hermeneutic methodology.
Ekstensi ini berupa pemaknaan lain yang di-
perlukan untuk memahami persoalan yang
ada berdasar nilai. Nilai agama (Islam) di-
pilih sebagai “pagar” pemaknaan tambahan
dalam penelitian ini.

METODE

Bersandar pada pembacaan tentang ra-
gam asumsi di tiap paradigmatik, penelitian
ini dapat disejajarkan dengan paradigma kri-
tis ala Chua (1986). Pada penelitian ini para-
digma kritis dilekatkan tatkala pemahaman
tentang fenomena grey area of fraud diper-
oleh. Tahapan mengkritisi persoalan terletak
pada saat pemaknaan yang diungkap para
aktor coba dicarikan pemaknaannya secara
prinsipil dalam nilai-nilai yang terkandung
dalam agama (Islam).

Penelitian ini melanjutkan penelitian
Setiawan et al. (2013) yang menggunakan
tradisi hermeneutika Gadamerian sebagai
metodologinya. Hermeneutika Gadame-
rian menghendaki adanya proses dialogis
yang menginternal pada diri penafsir untuk
mendapatkan penafsiran atas teks (Gron-
din, 2010:223). Berdasarkan penggalian
terhadap aktor pengelola keuangan daerah,
didapatkan pemaknaan terhadap “teks”
produk pengelolaan keuangan daerah yang
disoroti dari perspektif “sisi gelapnya” (ber-
basis konsepsi fraud).

Namun demikian, penggunaan herme-
neutika sebagaimana digunakan Setiawan
et al. (2013) memiliki keterbatasan. Salah
satu kekurangan tersebut adalah apa yang
dinamakan hermeneutic circle (lingkaran/
pusaran hermeneutika), sebuah lingkaran
penafsiran (subjektif) tak berujung, tafsir-
an atas tafsiran yang terus menerus bisa
berubah tergantung konteks pemahaman
tiap penafsir.

Keterbatasan yang dihasilkan oleh ling-
karan pemaknaan ini pula yang menjadikan
tradisi hermeneutika ini banyak ditentang
penggunaannya dalam menafsir kitab suci

3 Secara etimologi, “bid‘ah”(bahasa Arab) be-
rasal dari kata bada’a-yabda‘u-bad‘an wa
bid‘atlan] yang artinya adalah mencipta ses-
uatu yang belum pernah ada, memulai, dan
mendirikan. Bid’ah Hermeneutics Methodology
ini berarti bahwa kaidah-kaidah pemaknaan
yang dipakai dalam tradisi Hermeneutika
diekstensikan, ditambahkan atau diciptakan
sesuatu yang baru. Tradisi hermeneutika
yang menghasilkan lingkaran pemaknaan (di-

agama Islam, Al-Qur’an (juga Al Hadist) (baca
Daud 2004). Kitab suci, sebagai teks orisinil
bersumber dari Tuhan, tidak bisa secara be-
bas dimaknai serampangan oleh para penaf-
sir-penafsir secara subjektif, tanpa dasar ke-
cakapan ilmu yang cukup (lihat antara lain
Armas 2004; Husaini 2004; Suharto 2004;
Zarkasyi 2004; dan Ahmadi 2015). Herme-
neutika tidak memberikan “pagar” terhadap
apa pemaknaan Tuhan terhadap “teks” yang
dimaksudkannya, setiap subjek (manusia)
dapat memaknainya sendiri-sendiri.

Dalam konteks penelitian ini, berang-
kat dari pemaknaan aparatur pengelola
keuangan daerah yang direngkuh riset Se-
tiawan et al. (2013), saya berhasrat pula un-
tuk “mengkritisi” pemaknaan para informan
tersebut dari sisi agama (Islam), latar tak
terpisahkan dari informan riset tersebut. Pe-
maknaan tentang “sisi gelap”yang dipahami
oleh informan ”dibenturkan” dengan nilai
religi Islam. Pada titik inilah penggunaan
hermeneutika an sich tidak adekuat lagi.
Pemaknaan “fraud” yang digali dari apara-
tur wajib dimuati dengan “nilai” (value) yang
digali dari agama (Islam). Inilah yang saya
maksudkan dengan perlunya semacam per-
luasan, ekstensi metodologi dari hermeneu-
tika. Metodologi ini saya istilahkan: Bid’ah®
Hermeneutic Methodology.

Dalam rangka mendapatkan pendala-
man konseptualisasi “sisi gelap” pengelolaan
keuangan daerah dari sisi agama, dua tokoh
agama (Islam) menjadi informan penelitian
ini. Yang pertama adalah Ustadz M. Yasin.
Beliau adalah tokoh yang dalam dan luas
ilmu agamanya namun tetap bersahaja dan
sederhana. Hal yang menarik, selain ulama
yang sering berdakwah kemana-mana, be-
liau juga merupakan aparatur pemerintah,
menjabat struktural pula. Beliau adalah
pejabat pada kantor Kementerian Agama
sebuah Kabupaten di Madura. Beberapa
temuan penelitian ini dapat dengan begitu
saja dipahami oleh beliau karena tertemui
juga di lingkungan kerjanya. Pria yang ak-

antara penafsir dan tertafsir) perlu (bahkan
wajib) ditambahi dengan pemaknaan berbasis
nilai (value). Nilai adiluhung yang diyakini se-
bagai kebenaran yang perlu ditaati. Semacam
“pagar’agar pemaknaan tidak hanya bersifat
“relatif”, namun diarahkan kepada pemak-
naan menurut Kebenaran yang “Absolut”.
Dengan demikian, hermeneutika yang dipakai
dalam penelitian ini tidaklah murni tradisi
hermeneutika.
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tif di dalam kepengurusan ormas Muham-
madiyah ini tergolong bernas dan apa ada-
nya dalam menunjukkan pandangan Islam
terkait “sisi gelap” pengelolaan keuangan
daerah yang terungkap. Pengalaman beliau
dalam praktik birokrasi juga menjadi poin
plus penggalian pemahaman.

Agamawan satunya diambil dari to-
koh agama (pengasuh pondok pesantren)
yang juga menceburkan diri di ranah poli-
tik. Beliau adalah K.H. Wasik Bahar. Ulama
yang sederhana ini tercatat pernah didapuk
menjadi Ketua Umum DPD PAN Kabupaten
Sumenep periode 1999-2004. Yang menarik,
pria yang tergolong tokoh Nahdliyin ini men-
jadi tokoh yang diusung memimpin PAN
yang notabene secara akar historis kultural,
walau mengklaim partai nasionalis, lebih
dekat dengan kalangan Muhammadiyah.
Fakta tentang KH. Wasik Bahar ini sengaja
saya angkat untuk menunjukkan bahwa
beliau tergolong moderat dalam pandangan
agamanya sehingga relatif diterima semua
golongan. Ditambah dengan figurnya yang
lurus, sederhana dan menjunjung tinggi
integritas menjadikannya figur yang layak
diteladani. Stigmatisasi bahwa para pungga-
wa partai politik bergelimang materi (meski
tidak jelas juntrungannya) terbantahkan ke-
tika menatap figur yang disegani ini. Beliau
adalah sosok bersahaja, namun tegas dan
tanpa tedeng aling-aling ketika mengung-
kapkan nilai-nilai Islam yang diyakininya.
Pemahamannya tentang dinamika politik lo-
kal dan nasional* adalah alasan kuat untuk
memilihnya sebagai salah satu informan.

Dalam hal penggunaan nilai agama,
analisis penelitian ini menggunakan tun-
tunan dan substansi nilai Islam dalam
memotret persoalan yang terkait dengan
"sisi gelap” pengelolaan keuangan daerah.
Al Qur’an dan Al Hadist adalah jujukan
utamanya. Pendapat kaum agamawan yang
menjadi informan ini adalah penunjuk arah
yang memudahkan bagaimana menyari-

4 Pasca tidak dimanfaatkan lagi jasanya oleh
PAN, KH. Wasik kini diminta duduk dalam
jajaran Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan
Nasional Ulama (PKNU). Beliau bersanding
dengan puluhan kyai-kyai berpengaruh di Pu-
lau Jawa yang berasal dari tradisi Nahdliyin.

5 Beda dengan urusan hablum min Allah (ibadah
vertikal, ibadah mahdhah).Ilbadah Mahdah
(ibadah khusus) adalah ibadah yang sudah
ada rukun, aturan dan contoh dari Rasulullah

kan pandangan Islam terhadap fenomena.
Diskusi dengan ulama, tokoh agama yang
memiliki kapasitas menjawab tentang Islam
dan fraud di wilayah sektor publik (pemer-
intahan) menjadi ladang pendalaman yang
kontekstual. Berbagai literatur lain yang
ditulis oleh cendekiawan muslim terkait
fraud ditinjau dari nilai Islam juga menjadi
rujukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam dan Fraud/Korupsi. Terma
fraud secara eksplisit tidak tertemukan di
dalam teks Al-Qur’an dan al Hadist. Pun
ketika penelusuran juga diarahkan kepada
salah satu bagian dari fraud yaitu korupsi.
Ketika ditanyakan kepada dua tokoh Islam
yang menjadi informan penelitian ini, jawa-
bannya sama. Masa turunnya Islam dahulu
memang belum mengenal istilah fraud dan
korupsi. Namun Islam telah memberikan
landasan yang memadai tentang nilai-nilai
sebuah perbuatan yang dapat dipersamakan
karakteristiknya dengan fraud dan korupsi
sebagai salah satu bentuknya.

Dalam urusan hablum min an-naas
(ibadah ghairu mahdah), Islam lebih banyak
memberikan panduan berupa nilai-nilai
yang harus menjadi landasan perbuatan-
nya®. Mengingat konteks ruang dan waktu
berbeda antara jaman syiar Rasulullah de-
ngan kondisi kiwari, maka pemahaman atas
tindakan yang bernuansa fraud perlu dicari-
kan pedoman atas nilai yang melekat atas si-
fat perbuatan yang ada/berkembang secara
kontemporer.

Kontekstualisasi sebuah perbuatan
yang karakteristiknya dipersamakan de-
ngan perbuatan tertentu yang disebutkan
dalam teks kitab suci adalah jalan menelu-
suri tindakan-tindakan kontemporer yang
menyeruak. Begitupun halnya dalam mene-
lusuri pandangan Islam tentang fenomena
fraud (dan korupsi yang ada di dalamnya).
Dalam persoalan sosial kemasyarakatan

yang “wajib’kita ikuti seperti sholat, puasa,
zakat, naik haji, dll. Contoh Hadistnya antara
lain: shollu kamaa roaitumunii ushollii, sho-
latlah kalian sebagaimana melihat aku sholat
(H.R. Bukharim Muslim dan Ahmad). Dalam
ibadah mahdah, bentuk dan tuntunannya su-
dah sangat rigid, tidak boleh menambah-nam-
bahi apa yang telah dicontohkan oleh Rasu-
lullah (bid’ah dlolalah)..
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yang meresahkan ini, Ustadz M. Yasin mem-
persamakan fraud dengan tindakan mencuri.

“Konsep korupsi seperti terminologi
saat ini, pada zaman Rasulullah dulu me-
mang belum dikenal. Akan tetapi, dulu ada
baitul mal yang befungsi sebagai ‘negara”
untuk mengumpulkan kewajiban rakyat
yang mampu (semacam pajak). Peruntukan-
nya sesuai perintah penerima zakat itu (8
asnafs. Para ‘amil (pegawai baitul maal) juga
mendapat hak di situ sesuai aturan agama.

Pada saat itu, perilaku semacam tin-
dak korupsi, mengambil sesuatu dari baitul
maal ini tidak ada karena Rasulullah itu pe-
mimpin yang karismatik.

Jadi menurut saya, korupsi itu sama
dengan mencuri. Mencuri uang negara!”

Pendapat Ustadz Yasin ini menarik
untuk didalami. Mencuri secara sederhana
dapat diartikan mengambil sesuatu yang
bukan haknya. Mencuri apapun sama hu-
kumnya, yaitu haram, dilarang, perlu di-
basmi. Tafsir korupsi sama dengan mencuri
(uang negara) dapat diterima akal sehat.
Bahkan jika menilik nilainya, korupsi meli-
batkan nilai pencurian uang yang jauh lebih
mengerikan jumlahnya. Belum lagi jika
dirunut akibat atau dampak tidak langsung
menguapnya uang publik untuk tujuan yang
tidak semestinya. Efek destruktif hasil per-
buatan korupsi lebih dahsyat dari sekadar
pencurian biasa yang melibatkan harta in-
dividu atau kelompok. Korupsi melibatkan
uang negara, uang rakyat banyak.

Menarik dicermati, di dalam 8 asnafta-
di, lanjut Ustadz Yasin, salah satu diantara
golongan yang berhak mendapatkan bagian
dari zakat adalah amil. Amil secara seder-
hana dapat dijelaskan sebagai orang yang
bertugas (atau ditugasi) untuk menjalankan
pekerjaan tertentu dalam ranah kepentin-
gan publik. Dalam konteks kemasyarakatan
dan kenegaraan, amil dapat didefinisikan
sebagai pegawai yang menjalankan tugas-
tugas kenegaraan. Amil pemerintahan ini
nantinya juga mendapatkan hak berupa gaji
dan operasional rutin untuk menjalankan
tugas-tugasnya.

6 Sesungguhnya zakat-zakat ini, hanyalah un-
tuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,
pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) bu-
dak, untuk orang-orang yang berhutang, un-
tuk di jalan Allah dan orang-orang yang sedang
dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan

Sebatas gaji dan operasional itu saja
yang menjadi hak para amil Mencermati ayat
tentang zakat tadi, Ustadz Yasin menjelas-
kan bahwa konteks peruntukan keuangan
negara’ seharusnya juga perlu memperhati-
kan semangat ayat tentang zakat tadi. Bah-
wa yang perlu didahulukan adalah pemenu-
han kesejahteraan fakir dan miskin (fugoro
walmasaakin). Berikutnya baru golongan
yang lain secara proporsional. Poin penting-
nya adalah kesejahteraan para amil bukan-
lah aspek yang utama atau prioritas.

Untuk perkara pencurian, Islam sangat
tegas dan keras. Kepentingan umum sangat
dikedepankan. Tujuan pemberian huku-
man jelas: melindungi kepentingan umum
(kemaslahatan bersama). Hukuman atas
perbuatan mencuri ini dalam Islam sangat
tegas: potong tangan. FirmanNya dalam
Alqur’an:

“Laki-laki yang mencuri dan Perem-

puan yang mencuri, potonglah tan-
gan keduanya sebagai balasan
apa yang mereka kerjakan dan
sebagai siksaan dari Allah. Dan
Allah Maha Perkasa lagi Maha Pe-
nyayang”. (QS. Al Maidah : 38)

Menurut Ustadz Yasin, hukuman po-
tong tangan bagi pencuri ini tafsirnya be-
ragam. Ada yang menafsirkan benar-benar
tangannya yang dipotong. Ada pula yang
menafsirkan secara perumpamaan, bukan
tangan secara fisik. Tapi intisari yang bisa
diangkat, lanjut Ustadz Yasin, Islam sangat
menentang tindakan pencurian yang bukan
milikinya, bukan haknya. Hukuman potong
tangan ini diharapkan memberi efek jera,
menikamkan rasa malu bagi pelaku secara
psikologis. Bentuk eksekusi hukumannya
biasanya dihelat di depan khalayak. Efek
lanjutannya, bagi pemirsa yang menyaksi-
kan hukuman ini akan berpikir seribu kali
untuk melakukan hal yang sama: mencuri
(apalagi uang rakyat dalam kasus korupsi).

Begitu tegasnya Islam dalam perka-
ra mencuri ini, dalam salah satu Hadist
yang sering didengungkan, ada kisah yang
fenomenal:

yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Men-
getahui lagi Maha Bijaksana (At-Taubah 60)

7 Sebagaimana dahulu diimplementasikan
dalam bentuk baitul maal. Lembaga inipada
jaman Rasulullah bertindak selaku koordina-
tor pengumpulan harta yang wajib dikeluar-
kan para warga untuk kemaslahatan bersama.
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“Seorang wanita keturunan ter-
hormat di zaman Rasulullah telah
mencuri. Lalu Rasulullah memer-
intahkan agar tangan wanita itu
dipotong. Usamah bin Zaid mene-
mui Rasulullah untuk meminta
keringanan hukuman. Mendengar
permintaan Usamah, wajah Rasu-
lullah langsung berubah. Baginda
lalu bersabda : “Apakah kamu
akan minta pertolongan untuk
melanggar hukum-hukum Allah?”
Usamah lalu menjawab, “Moho-
nkan ampunan Allah untukku, ya
Rasulullah.”

Petang harinya Nabi SAW berkhutbah
setelah terlebih dulu memuji dan bersyu-
kur kepada Allah. Inilah sabdanya : “Amma
ba’du. Orang-orang sebelum kamu telah
binasa disebabkan bila seorang bangsawan
mencuri dibiarkan (tanpa hukuman), tetapi
jika yang mencuri seorang awam (lemah)
maka dia dijatuhkan dengan hukuman. De-
mi jiwaku yang ada dalam genggaman-Nya,
apabila Fatimah binti Muhammad mencuri
maka aku pun akan memotong tangannya.”
(H.R. Bukhari)

Akhir kisah, setelah bersabda demiki-
an, Rasulullah pun kembali menyuruh
memotong tangan wanita pencuri itu. Ha-
dist ini benar-benar memberikan pemaha-
man tentang tegasnya posisi Islam terhadap
pencurian. Ketika Rasulullah sampai ber-
sumpah “Demi jiwaku yang ada dalam geng-
gamanNya” maka ini adalah perkara serius
untuk dilarang. Penegakan hukumnya juga
sangat keras dan tanpa terkecuali kepada
siapapun. Termasuk jika putri tercinta Ra-
sulullah sendiri, Fatimah yang terbukti
melakukan pencurian, maka penegakan hu-
kuman pun diperlakukan secara sama dan
adil. Maka, ketika korupsi dipersamakan
dengan mencuri, maka seharusnya semua
pengikut Rasulullah harus sungguh-sung-
guh menjauhinya.

Mengingat besarnya dampak yang di-
timbulkan, maka proses penentuan hukum
menggunakan qiyas (analogi) seperti ini
(mempersamakan koruptor = pencuri, bah-
kan dengan level yang lebih berat) seharus-
nya secara hukum Islam make sense, masuk
akal. Jika koruptor dikiaskan atau dipersa-

8 Selengkapnya lihat di UU No.31/1999 jo. UU
No. 20/2001 pasal 5, 6 dan 12

makan dengan pencuri, Chatib (2003:254)
menegaskan bahwa tingkat pencurian (dan
juga hukuman) dari perbuatan korupsi ha-
rusnya lebih besar dari sekadar pencurian.
Hal ini dilandasi bahwa bahaya (dlarar) yang
ditimbulkan jauh lebih besar dari pencuri-
an (biasa). Persoalan hukuman ini menjadi
penting untuk memberikan efek jera kepada
semua pihak yang berani mengambil risiko
melakukan perbuatan merugikan ini. Dise-
but merugikan karena menurut islam, ko-
rupsi dianggap sebagai tindakan yang tidak
sesuai dengan prinsip etika-moralitas/aklaq
alkarimah, keadilan/al-‘adédlah dan akunt-
abilitas/al-amanah (Umam 2014).

Dalam terminologi Islam, selain perka-
ra mencuri, terma “korupsi” ada pula makna
yang identik, yaitu risywah (suap-menyuap).
Hal ini diungkapkan oleh Dardiri (2005:29),
Amrulloh (2003), Khusnan (2012), Umam
(2014), Fazzan (2015) dan Arifin (n.d). Un-
dang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi® juga telah mengakomodasi perihal
suap ini sebagai bagian dari tindak pidana
korupsi. Islam juga sangat melaknat tentang
perkara suap-menyuap para pejabat publik
ini. Ustadz Yasin menyitir dua hadist di ma-
na Rasulullah bersabda:

“Laknat Allah ditimpakan kepada
orang yang menyuap dan orang
yang menerima suap dalam hu-
kum” (H.R Ahmad dan Tirmidzi)

“Dari Tsauban berkata, Rasulullah
SAW melaknat orang yang me-
nyuap, orang yang menerima suap
dan orang yang menjadi peranta-
raya.” (H.R Ahmad dan Al-Hakim)

Seseorang tidak akan menerima suap
jika tidak sedang menduduki jabatan terten-
tu. Dan tidak mungkin juga pemberian suap
tidak ada maksud di baliknya. Setiap segala
sesuatu yang digunakan melincinkan atau
meloloskan maksud tertentu dalam urusan
publik maka itu tidak boleh alias dilarang
keras. Kata laknat Allah di sini mengandung
pesan kuat bahwa Allah sangat murka ter-
hadap perbuatan ini.

Perkara risywah ini menjadi pijakan
bahan diskusi, apakah praktik-praktik “uca-
pan terima kasih” pihak rekanan kepada
SKPD dan pejabat-pejabatnya termasuk di
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dalamnya, sebagaimana didedahkan pan-
jang lebar pada peruntukan “Dana Taktis”
(Setiawan, Irianto dan Achsin 2013). Pem-
berian “uang saku” kepada anggota DPRD
pada saat proses penganggaran (walau tidak
diakui secara eksplisit oleh legislator yang
menjadi informan penelitian ini) apakah juga
bisa terkategorikan risywah ini.

Satu hal yang pasti, pemberian ber-
motif tertentu seperti ini terjadinya pasti
kepada seseorang yang menduduki jabatan
publik tertentu. Seumpama dia tidak se-
dang menjabat, maka tidak akan ada na-
manya pemberian yang mengarah kepada
risywah tersebut. Rasulullah SAW melarang
seorang pegawai menerima “risywah” (suap)
dari rakyat (Fatakh 2015). Dardiri (2005:49)
menceritakan, Rasulullah SAW pernah
mengangkat seorang pegawai untuk tugas
menerima zakat dan sedekah. Setelah usai
pekerjaan, pegawai itu datang dan berkata,
“ini untukmu Ya Rasul, dan ini hadiah yang
diberikan oleh seorang kepadaku”. Maka Ra-
sulullah SAW bersabda kepadanya:

“Mengapakah engkau tidak
duduk-duduk saja di rumah ayah
dan ibumu, untuk melihat apak-
ah engkau akan diberi hadiah
atau tidak. Demi Allah yang ji-
waku berada di tanganNya, tiada
seseorangpun yang menyembu-
nyikan sesuatu, melainkan ia
akan menghadap di hari kiamat
dan memikul (barang suapan) di
atas lehernya, jika berupa unta
bersuara seperti unta atau lembu
yang bersuara lembu atau kam-
bing yang mengembik. Sungguh
aku telah menyampaikan itu.”
(H.R Bukhari dan Abu Humaid
al-Said).

Dalam bentuknya yang paling lunak,
bentuk pemberian itu tidak terkategorikan
suap, namun hadiah. Ini seperti digam-
barkan dalam kisah Rasulullah di atas.
UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
mengistilahkannya dengan  gratifikasi®.
Gratifikasi sebagai bentuk pemberian kepa-
da seorang pejabat publik rawan mengarah
kepada suap. Untuk itulah Undang-Undang
mengatur tentang gratifikasi ini sebagai alat
kendali agar tidak ada niatan yang menyim-

9 Lihat Pasal 12 B da Pasal 12 C UU No.31/1999
jo. UU No. 20/2001

pang atas sebuah pemberian atau hadiah
kepada pejabat publik.

Secara prinsip, Ustadz Yasin menjelas-
kan, dalam budaya timur memang susah
untuk menghilangkan budaya “terima kasih”
ini. Jika merunut kepada kisah Rasulullah
di atas, idealnya, dalam bentuk apapun me-
mang tidak dapat dibenarkan seorang amil,
pegawai publik, menerima apapun bentuk
pemberian selain hak yang telah diberikan
oleh negara. Apalagi susah untuk membe-
dakan apakah pemberian hadiah tertentu
mengandung motif tertentu (suap) atau
tidak. Namun secara tegas, Ustadz Yasin
mengatakan:

“Dalam kaitan tugas kenegaraan,
jika ada pemberian dilakukan di
depan, di awal, maka hal itu pasti
mengandung unsur suap. Tapi ini
berbicara substansi. Walaupun
diberikan di akhir atau pasca pe-
kerjaan selesai, namun itu sudah
ada deal di depan, sebelum pe-
kerjaan dilaksanakan, maka itu
sama saja, secara substansi men-
gandung unsur suap.

Tapi jika ada bentuk ucapan
terima kasih setelah kerjasama
pekerjaan dilaksanakan, dan se-
cara budaya ketimuran itu diang-
gap sebagai hubungan kekeluar-
gaan maka masih bisa diterima.
Tentu saja bentuk pemberiannya
juga bukan dalam bentuk materi
(uang). Namun sekadar oleh-oleh
berbentuk barang. Secara nilai,
harganya juga haruslah tidak be-
sar (tidak material-pen.)”

Memang butuh kehati-hatian dalam
menafsirkan tentang persoalan fraud ini. Itu-
lah pula mungkin mengapa Setiawan et al.
(2013) selalu menggunakan istilah grey area
of fraud untuk menunjuk kepada hal-hal
yang secara substansi masih bisa diperde-
batkan. Namun teladan Rasulullah sebena-
rnya dapat menjadi acuan, bahwa seorang
amil, pegawai, apalagi pejabat publik seha-
rusnya steril dari pemberian-pemberian dari
pihak-pihak yang secara urusan pekerjaan
berkaitan, lebih-lebih dari umat yang di-
ayominya. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai
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usaha menjaga kemurnian niat dan tujuan
untuk menempatkan kepentingan umum di
atas kepentingan golongan, lebih-lebih ke-
pentingan pribadi. Sebuah sikap yang pada
akhirnya kembali kepada keyakinan (dan
kesadaran) masing-masing aktor.

Terma lain yang dekat dengan persoa-
lan fraud dan juga korupsi (selain pencurian
dan suap) dalam khazanah Islam adalah
apa yang disebut al-ghulul (Amrulloh 2003.
Khusnan 2012; Rabain 2014, dan Fazzan
2015). Menyandarkan diri dari penjelasan
beberapa ulama seperti Ibn Hajar Al Aqolani
dan Syams Al Haq Al Adzim, Amrulloh (2003)
memahami terminologi al-ghulul sebagai
pengkhianatan (khianat), yaitu menyalahgu-
nakan wewenang untuk mendapatkan ses-
uatu yang diinginkan. Secara asbabun nuzul,
penjelasan tentang al-ghulul ini termaktub
dalam Alqur’an dalam kaitan dengan men-
gambil harta rampasan perang (ghanimah):

“Tidak mungkin seorang nabi
berkhianat dalam urusan harta
rampasan perang. Barangsiapa
yang berkhianat dalam urusan
rampasan perang itu, maka pada
hari kiamat ia akan datang mem-
bawa apa yang dikhianatkannya
itu; kemudian tiap-tiap diri akan di-
beri pembalasan tentang apa yang
ia kerjakan dengan (pembalasan)
setimpal, sedang mereka tidak di-
aniaya” (QS. Ali Imran: 161).

Lema al ghulul ini (awalnya) dikenakan
untuk urusan khianat terhadap harta ram-
pasan perang, seperti terbaca dalam firman
Allah di atas. Yang menarik, Amrulloh (2003)
lebih lanjut menjelaskan, al-ghulul dalam
hadist lain dipergunakan Rasulullah untuk
menunjuk pengkhianatan dalam objek lain-
nya. Pejabat (pegawai) yang menggunakan
kewenangannya mengambil harta di luar ke-
tentuan dikategorikan sebagai al-ghulul, se-
bagaimana diutarakan oleh Hadist berikut:

“Dari Abdillah ibn Buraidah dari
Bapaknya, mereka berkata bahwa
Rasulullah bersabda, barangsiapa
yang kami angkat menjadi pekerja
untuk melakukan suatu pekerjaan

10 Dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan
Bukhari, diceritakan tentang seseorang yang
bernama Kirkirah. Dia ternyata telah meng-
gelapkan harta rampasan perang sehingga di-
cap nabi sebagai penghuni neraka. Juga ada

dan kami beri upah (gaji), kemudi-
an dia mengambil sesuatu di luar
upah yang ditentukan, maka dia
dikategorikan orang yang melaku-
kan ghulul” (H.R. Abu Dawud)

Balasan atas perbuatan al ghulul ini
dalam beberapa hadist yang lain sangat
keras: neraka!®. Rasulullah sangat geram
terhadap siapapun yang melakukan khianat
atas perbuatan al ghululini. Oleh karenanya
segala bentuk pengkhianatan atas wewenang
dalam ranah kepentingan publik ini (yang
dikategorikan al-ghulul) seharusnya menjadi
pegangan seluruh umat Muhammad SAW.

Mengingat begitu mengerikannya dam-
pak destruktif perilaku koruptif ini, Dardiri
(2005) dengan gagah berani mengatakan
bahwa dosa korupsi ini layak dipersamakan
dengan dosa syirik. Syirik adalah perbuatan
menyekutukan Tuhan yang secara hukum
Islam merupakan dosa terbesar. Dosa syirik
tidak terampuni oleh Tuhan.

Korupsi pada titik tertentu telah mela-
hirkan dampak merugikan orang banyak.
Dana publik yang seharusnya menetes
hingga relung-relung kehidupan masyarakat
hingga level terendah, jatuh dan berhenti di
tangan para pejabat (pegawai) publik yang ti-
dak amanah. Meletakkan kesejahteraannya
sendiri di atas kesejahteraan masyarakat
yang harusnya menjadi prioritas. Jika ko-
rupsi dianggap segaris dengan syirik secara
teologis, maka para pelakunya diancam bala-
san berupa neraka akibat hilangnya keiman-
an, demikian penegasan Dardiri (2005: 32).
Penyamaan perilaku koruptif di ranah pub-
lik dengan dosa syirik ini akan menciptakan
efek dahsyat bagi para pelakunya. Seseorang
yang “bermain-main” dengan tindakan fraud
yang “dosanya” dipersamakan dengan syirik
tentu akan berpikir seribu kali. Sebab, ini
mengancam keimanan ketauhidannya.

(Revitalisasi) Islam sebagai Rujukan
Bertindak Pengelola Keuangan Daerah.
Innalillahi wa inna ilaihi roojiuun. Kalimat
yang sangat populer di kalangan umat Is-
lam ini sejatinya bermakna filosofis yang
sangat mendalam. Bahwa sesungguhnya
kita (manusia) adalah berasal dari Allah dan
kepadaNya pula kita akan kembali. Untaian

hadist lain yang diriwayatkan Muslim, tentang
seorang bernama Rifa’ah Ibnu Zaid. Dia tewas
dalam perang Khaibar, namun dikecam Ra-
sulullah sebagai penghuni neraka (lihat cerita
lengkapnya dalam Amrulloh, 2003: 282-283).
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kalimat luar biasa yang biasanya disempit-
kan sebagai ungkapan ketika mendengar
ada berita duka (kematian) ini sejatinya be-
gitu begitu luas pemaknaannya. Tetiba piki-
ran saya menjemput memori sebuah kisah
dalam pelajaran tarikh di Madrasah Dini-
yah sewaktu kanak-kanak. Kalimat itu be-
gitu menghentak kesadaran tatkala terlon-
tar dari mulut Umar bin Abdul Aziz. Dalam
masa kepemimpinannya yang tidak sampai
tiga tahun, beliau hingga kini dikenang se-
bagai teladan bagaimana seorang pemimpin
itu harus bersikap.

Apa menariknya? Kalimat itu terucap
pada saat pemimpin Islam yang sangat dike-
nang ini diserahi amanah untuk menerus-
kan perjuangan Rasulullah SAW sebagai
khalifah di usia 37 tahun. Khalifah adalah
pemimpin umat, amirul mukminin Saya
dapat merasakan tanggung jawab berat yang
akan dipanggul seorang pemimpin umat ke-
tika cucu Umar bin Khattab rodhiyallahu
anhu mengucap kalimat itu. Bahwa menjadi
pemimpin umat itu berdimensi luas. Tidak
hanya akan dimintai pertanggungjawaban di
dunia, tapi yang paling utama adalah per-
tanggungjawaban kelak di akhirat.

Sekelumit cerita yang menggetarkan
tentang sikap terhadap kekuasaan tersebut
terasa ironis ketika kita bawa ke konteks
kekinian. Ramai orang berbondong-bondong
mencari kursi kekuasaan di ranah publik.
Dengan beraneka rupa cara dan siasat, kur-
si pemimpin diidamkan dan diperebutkan.
Pun dengan cara-cara yang seringkali tidak
sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai etika
kebaikan. Segala cara dihalalkan demi se-
buah niatan yang tak seorangpun memaha-
minya, selain dirinya dan Tuhannya.

Dan akhirnya, ketika kursi telah dapat
diduduki, kalimat yang meluncur adalah “Al-
hamdulillah”, segala puji milik Allah. Jabatan
serupa dengan rejeki nomplok yang datang
menghampiri. Semacam anugerah karunia
kenikmatan tiada tara. Tidak nampak beban
sebagaimana terbersit dari teladan Rasu-
lullah SAW, era khulafaur rasyidin hingga
kisah Umar bin Abdul Aziz di atas. Lihatlah
headline Radar Madura tanggal 15 Desember
2012 tatkala seorang kyai yang maju dalam
kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Mad-
ura dinyatakan menang berdasarkan versi
perhitungan cepat (quick count). Simaklah
penuturan calon Bupati berlatar belakang
pengasuh pondok pesantren ini pada hala-
man koran tersebut:

“Kami bersyukur atas keberhasi-
lan memenangkan Pemilukada ini.
Semoga akan membawa Sampang
jauh lebih baik ke depannya...
Terima kasih kepada masyarakat
yang telah memilih kami...”

Fenomena ungkapan “syukur” sema-
cam ini sedang jamak di bumi Nusantara.
Berbagai tayangan di televisi, berita di koran
dan majalah hingga perbincangan di ping-
gir jalan mengetengahkan begitu ranumnya
aroma kekuasaan di ranah publik ini. Tawa-
ran gengsi, prestise hingga status sosial yang
meningkat menjadi pemicu menggiurkan
berbagai kalangan. Sekali lagi, tanpa gega-
bah hendak menghakimi niatan seseorang
untuk maju dan berebut kursi kekuasaan
(termasuk menjadi pejabat pemerintahan)
di ranah publik ini, ada kegelisahan yang
jujur terbersit ketika titik tolak pemahaman
sebuah kekuasaan adalah serupa nikmat.
Bukan sebuah beban teramat berat.

Titik tolak (yang kurang tepat menurut
saya) ini dapat dipastikan akan mewarnai
turunan aktivitasnya selama masa kepe-
mimpinannya. Efek lanjutannya adalah per-
soalan menegakkan nilai-nilai kebaikan dan
kemanfaatan sebagai fondasi substansi ama-
nah kekuasaan (lebih-lebih di ranah publik)
pada akhirnya menjadi kurang mendapat
perhatian. Fenomena euforia kekuasaan ini
melupakan pesan Rasulullah SAW dalam
hadistnya yang mewanti-wanti: “Sesung-
guhnya kalian berlomba-lomba mendapatkan
jabatan di dunia ini, tapi pada hari kiamat
akan menjadikan penyesalan yang luar bi-
asa” (H.R Bukhari).

Memori masa kecil tentang pelajaran
sejarah kehidupan sosial kemasyarakatan
yang diteladankan Rasulullah, era Saha-
bat serta pemimpin umat lain sebelumnya
ini menemukan relevansinya ketika di awal
perbincangan dengan Ustadz M. Yasin de-
ngan tegas meluncurkan tema Islam subs-
tantif. Sebagai ulama dan da’i yang men-
dalami ajaran Islam, beliau sungguh sangat
resah tatkala berhadapan dengan fenomena
sosial yang menggiriskan hati. Kondisi di
mana banyak orang yang sedang diamanahi
jabatan publik kurang (untuk menghindari
mengatakan tidak) menjalankan nilai-nilai
Islam yang dianut. Tak jarang, para figur
yang dianggap mumpuni dalam urusan ke-
agamaan (baca: ulama, kyai dst yang duduk
di DPRD misalnya) terseret dalam arus
“ketidakbaikan” ini. Pemahaman keberaga-
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maannya berhenti di tataran formalitas per-
mukaan, tidak terbawa kepada substansi
tindakan.

Ketika disodori temuan lapangan ten-
tang ragam “sisi gelap” pengelolaan keuang-
an daerah yang terungkap, Ustadz Yasin
tidak terlalu terkejut. Diakui dengan lugas,
fenomena sejenis ini pun terjadi di institusi
tempatnya bekerja: Kementerian Agama!ll.
Ini ironis sekali. Di tempat berkumpulnya
orang yang paham agama, ternyata praktik-
praktik yang berbasis ketidakjujuran itu
berlangsung sedemikian rupa. Bahkan ini
telah menjadi semacam budaya atau ke-
biasaan yang diterima secara biasa. Ustadz
Yasin lantas menceritakan pengalamannya
bersentuhan dengan praktik-praktik pen-
gadaan barang/jasa pemerintah:

“Tahun ini (kantor Kemenag
maksudnya-pen.) ada kegiatan
pembangunan Gedung. Dari awal
saya bilang ke pemborongnya,
saya tidak minta apa-apa dari
anggaran proyek ini'?2. Tolong
dibangun sebaik-baiknya ses-
uai RAB!... Alhasil, setelah jadi,
hasilnya pun bagus. Hal ini kare-
na pihak ketiga sudah tidak lagi
berpikir berapa keuntungan yang
akan saya dapatkan setelah ada
potongan untuk kantor yang pu-
nya proyek...”

Pengalaman nyata yang dirasakan
Ustadz Yasin ini menguatkan tengara bahwa
fraud telah menjadi semacam “budaya” di
tubuh birokrasi ini. Sebuah kekhawatiran
yang puluhan tahun lalu telah dikemukakan
oleh Drs. Mohammad Hatta, pendiri repub-
lik yang terkenal sederhana itu. Bisa jadi,
bentuknya hari ini telah menjelma dalam

11 Dalam rilis ICW 2012, Kementerian Agama
termasuk salah satu kementerian yang men-
duduki ranking teratas institusi terkorup.
Bahkan yang paling mutakhir ter-blow up ke
permukaan, pengadaan Al-Quran pun men-
jadi objek korupsi di institusi ini. Kasus hu-
kumnya pada saat penelitian ini ditulis telah
disidik oleh KPK dan siap dibawa ke pengadi-
lan. Kasus pungutan liar di KUA juga sempat
ramai diberitakan (lihat lampiran).

12 Diakui oleh Ustadz Yasin, ada semacam
kebiasaan-kebiasaan sebelumnya di insti-
tusi pemerintah (mungkin juga jamak hingga
kini) bahwa kegiatan-kegiatan yang meli-
batkan pihak ketiga sudah disepakati akan

bentuk yang beragam. Akar persoalannya,
tegas Ustadz Yasin, adalah iman Islam yang
diyakini tidak termanifestasi dalam tindakan
nyata sehari-hari. Ada keterlepasan antara
iman dan amal.

“Al-Qur’an telah mewanti-wanti:
masuklah kepada Islam itu secara
kaffah, menyeluruh!®. Tidak bisa
hanya mengatakan saya beriman,
tapi tindakannya tidak mencer-
minkan keimanannya... Islam-
nya seseorang tidak hanya dilihat
dari ibadah vertikalnya. Justru
untuk menunjukkan Islam se-
bagai rahmatan lil alamin (rahmat
bagi seluruh alam —pen) maka im-
plementasi dalam perbuatan itu-
lah bukti konkritnya.”

Ini sejalan dengan pesan sastrawan
D.Zawawi Imron dalam kumpulan esai-
nya yang dibukukan berjudul Pendidikan
Karakter:

«

Nilai-nilai mulia dari Allah
perlu dikonkritkan dalam tingkah
laku nyata.. Bahasa agama yang
konkrit adalah bahasa tindak tan-
duk dan perbuatan. Bahasa per-
buatan... Agama Islam itu adalah
agama amal... Hidup tanpa amal
dan perbuatan yang baik adalah
sia-sia. Minus. Nonsens.” (Imron
2012).

Ustadz Yasin menegaskan ulang bah-
wa akar persoalan semua bentuk pelang-
garan aturan Allah adalah kian maraknya
segregasi antara iman dan amal, kesale-
han pribadi dan kesalehan sosial. Tidaklah
mengherankan kemudian jika kondisi ini
menjadikan banyak perbuatan manusia-

ada “bagi hasil”(kick back) terhadap “pemi-
lik proyek”(aparatur negara). Bahkan tak ja-
rang, sudah ada pemotongan di awal, sebelum
proyek dijalankan.

13 Rincian Anggaran dan Belanja; Dokumen
yang menjadi landasan pihak ketiga men-
jalankan kegiatan pengadaan barang/jasa.
Ini juga menjadi dasar pertanggunjawaban
terkait rincian besaran anggaran serta rincian
belanja yang telah ditetapkan.

14 “Wahai orang-orang yang beriman masuklah
kamu kepada Islam secara menyeluruh. Dan
janganlah kamu mengikuti langkah-langkah
syaithan. Sesungguhnya syaithan itu musuh
yang nyata bagi kamu.” (QS. Al-Bagarah: 208)
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manusia beragama Islam yang berperilaku
tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman.
Ketaatan kepada Allah dan RasulNya hanya
ada di ruang-ruang kesadaran privat, tidak
merembes dalam hubungan antar manu-
sia. Kental sekali nuansa sekularisasi pada
masyarakat agama hari ini. Simbol-simbol
formalitas permukaan lebih memukau se-
bagai tolok ukur kesalehan. Jubah dan
kopyah yang menunjukkan identitas Islam
lebih dihormati dibanding substansi, ruh
perbuatan.

Fenomena tidak Ilinearnya antara
semarak kehidupan beragama dengan ba-
ngunan moralitas para pemeluknya dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara ini telah juga menjadi kerisauan
Masdar F. Mas’udi. Salah satu cendekiawan
muslim terkemuka ini dengan nada pedas
mengemukakan bahwa hampir semua peja-
bat/penguasa menyalahgunakan wewenang
yang ada di tangannya untuk menjarah uang
negara sebanyak yang mereka bisa (Mas’udi
2003:210-211). Ada nada pesimisme yang
tertangkap di dalam pernyataan tersebut.
Pejabat/penguasa menganggap dirinya se-
bagai personifikasi kuasa negara, sehingga
dengan demikian mereka secara formal
berhak mengatasnamakan “negara” untuk
selanjutnya bebas menggunakannya sesuai
pemikirannya sendiri.

KH. Salahudin Wahid, pengasuh Pon-
dok Pesantren Tebuireng Jombang juga me-
miliki keresahan yang sama dengan kondisi
paradoksal ini. Ibadah ritual tidak selalu
berhubungan positif dengan laku dalam
ibadah sosial. Namun Wahid (2005) buru-
buru mengatakan bahwa yang lebih tepat
adalah ibadah ritual yang tidak bermutulah
yang menjadi penyebab tidak linier dengan
perilaku seseorang dalam kehidupan so-
sial. Penentu baiknya perilaku sosial pada
akhirnya adalah tingkat spiritualitas. Gus
Sholah, panggilan karibnya, lalu meminjam
istilah yang lagi marak digunakan: religi-
usitas, penghayatan terhadap nilai-nilai
yang disampaikan agama sealigus dipraktik-
kan dalam kehidupan harian (Wahid, 2005:
138).

Kembali kepada konteks pengelolaan
keuangan daerah, ada penegasan yang di-
ungkap Ustadz Yasin yang digali dari pan-
dangan Islam. Ketika disodori pertanyaan
tentang hasil pemaknaan aktor yang mem-
buka ruang untuk rasionalisasi terhadap se-
buah tindakan ketidakjujuran (misal SPJ ti-
dak sama dengan yang dibelanjakan, praktik

sharing keuntungan dan lain-lain), jawaban
Ustadz Yasin sangat lugas dengan menyitir
Hadist Nabi:

“Al halalu bayn wal haroomu
bayn.. Yang halal itu nyata, dan
yang haram itu juga nyata..” (H.R
Syaikhani).

Secara tegas, Islam tidak berkompromi
terhadap sesuatu yang haram dapat dihalal-
kan, begitupun sebaliknya. Dalam lanjutan
ayat Hadist ini ditambahkan:

“... Dan diantara keduanya (halal
dan haram) ada perkara-perkara
syubhat (yang meragukan), yang
tidak diketahui kebanyakan ma-
nusia. Siapa yang menjauhi syub-
hat, maka dia telah menjauhi yang
haram, dan siapa yang berada
di dalam syubhat, maka dia ada
dalam haram...” (H.R Syaikhani).

Jelaslah bahwa Islam tidak menole-
ransi percampuran antara halal dan haram,
antara yang haq dan bathil. Tidak ada ruang
untuk mencampuradukkan keduanya. Bah-
kan bisa dikatakan, sesuatu yang meragu-
kan itu sudah tergolong haram, jadi lebih
baik dijauhi. Islam tidak memberikan ruang
untuk wilayah abu-abu (grey area). Hitam
adalah hitam. Pun juga dengan putih, nyata
(bayn).

Jika ditelaah ulang, ungkapan para
aktor pengelola keuangan daerah untuk
melakukan tindakan mencari celah aturan
dan menabrak nilai-nilai etika (sebagaimana
diakuinya sendiri) sesungguhnya meng-
usung kesadaran ini pula. Masih lekang
dalam ingatan, tidak ada satupun informan
yang dengan gagah berani mengatakan: “no
way, ini haram” untuk praktik-praktik “sisi
gelap” (terindikasi fraud) yang dijalankannya
(Setiawan et al. 2013). Tampak sekali ada
keraguan yang terbersit pada ungkapan ka-
limat-kalimat para aktor tersebut. Yang ada
kemudian adalah rasionalisasi, justifikasi
dan alasan pembenar tindakan.

Konsep ‘halal’ menurut Islam, lebih
lanjut dijabarkan oleh Ustadz Yasin, men-
cakup 3 (tiga) hal: a) halal zatnya, b) halal
cara mendapatkannya serta c¢) bagaimana
menyalurkannya kepada seseorang yang
berhak. Dalam konteks penyisihan “dana
taktis” untuk keperluan tambahan peng-
hasilan, maka dapat diperdebatkan bahwa
jika cara memperolehnya melalui cara-cara
melanggar nilai kebaikan, maka bisa terka-
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tegorikan tidak halal, walaupun secara le-
gal formal tidak ada aturan yang dilanggar
karena dianggap “budaya” berterima umum.

Untuk urusan tambahan penghasilan
PNS, Ustadz Yasin yang juga merupakan
aparatur negara menjelaskan, sangat di-
mungkinkan adanya hak atas tambahan
penghasilan di dalam birokrasi. Syaratnya
adalah “harus terukur”. Terukur dalam
arti kata hak tersebut diterima setelah
memberi kontribusi pekerjaan. Yang paling
jelas adalah gaji dan tunjangan. Jika ada
pendapatan lain, asalkan terukur, itu juga
bisa menjadi hak, tidak masalah. Contoh
jika ada uang lembur. Ini harusnya di-anfra
(dimintakan) setelah benar-benar lembur,
Begitupun jika ada honorarium kegiatan.
Ini baru bisa diterima pada saat telah se-
lesai menunaikan kewajiban atas kegiatan
dimaksud. Jika tidak ikut bekerja, sekadar
tanda tangan di atas kertas SPJ, maka ini
juga tidak bisa disebut hak atas tambahan
pendapatan.

Hal ini juga berlaku, lanjut Ustadz Ya-
sin, untuk belanja-belanja pemerintah yang
senyatanya tidak benar-benar dikeluarkan.
Jika ada sisa anggaran yang tidak dibelan-
jakan, maka ini seharusnya dikembalikan
pada kas daerah. Biaya untuk perjalanan
dinas pun mesti terukur untuk dikategori-
kan hak. Jika tidak terukur maka ini akan
cenderung haram. Selain yang menjadi
hak dari sesuatu yang terukur tadi, maka
pendapatan dari hal-hal semacam abu-abu
itu adalah sumber masalah menuju kepada
haram dan tidak dapat diterima.

Penegasan bahwa antara yang halal
dan haram tidak dapat dikompromikan juga
terlontar dari kalimat KH. Wasik Bahar:

“Tidak bisa diperkenankan mene-
rima sesuatu yang sumber yang
dipertanyakan kehalalannya...
Walaupun untuk kepentingan
umat sekalipun... Islam menga-
tur bahwa sebuah perbuatan itu
dikatakan baik dan halal ketika
memenuhi tiga syarat: dilandasi
tujuan yang baik, dimulai dengan
niatan baik, serta dan cara yang
juga baik!”

Dalam penjelasannya, KH. Wasik Ba-
har mencontohkan tentang seorang PNS.
Tatkala dia menerima rejeki dari “wilayah

15 Garis bawah dari penulis.

abu-abu” misalnya, tujuannya bisa jadi baik,
agar anak-anak dapat tercukupi kebutuhan
lahirnya. Niatnya juga untuk keluarga mak-
mur sejahtera. Namun jika cara perolehan-
nya tidak “benar”, maka segala niatan dan
tujuan baik itu gugur.

Ada hal penting lain yang diung-
kap oleh KH. Wasik Bahar, salah seorang
ulama bersahaja yang juga menceburkan
diri dalam politik praktis ini. Dalam kaitan
dengan maraknya indikasi penyalahgunaan
wewenang oleh aparatur pemangku ama-
nah publik, beliau menggarisbawahi tentang
konsep “pertanggungjawaban”. Bahwa tugas
kemanusiaan sebagai wakil Tuhan (khalifah)
di muka bumi ini adalah berat. Semua akan
dimintai pertanggungjawaban di hadapan
Tuhan. Beliau lantas menyitir beberapa Fir-
man Allah:

“Pada hari ini kami tutup mulut
mereka, dan berkatalah kepada
Kami tangan mereka dan memberi
kesaksianlah kaki mereka terha-
dap apa yang dahulu mereka usa-
hakan” (QS. Yasin 65).

“Barangsiapa mengerjakan kebai-
kan seberat dzarrah niscaya dia
akan melihat (balasannya). Dan
barangsiapa yang mengerjakan
kejahatan seberat dzarrahpun nis-
caya dia akan melihat (balasan-
nya) pula” (QS. Az-Zalzalah 7-8).

KH. Wasik Bahar juga menyitir Hadist
ini:

Setiap orang diantara kamu adalah pe-
mimpin dan akan diminta pertanggungjawa-
ban atas kepemimpinannya” (H.R. Bukhari)

Hilangnya kesadaran pertanggungja-
waban serta keyakinan adanya hidup setelah
mati inilah yang kadangkala (bahkan sering-
kali) terlupakan oleh para pemegang ama-
nah rakyat itu, demikian imbuh KH. Wasik
Bahar dengan nada meninggi. Beliau lalu
menyindir rekan-rekannya yang terjun ke
dunia politik praktis yang niat dan tujuan-
nya berkiprah di dunia politik antara awal-
nya dulu lantas berbeda kini saat masuk se-
bagai anggota DPRD. Iming-iming keberlim-
pahan materialisme memang menjadi salah
satu daya pikat berubahnya niatan seorang
legislator. Berbekal kekuasaan yang ada di
tangan anggota legislatif, maka kesempatan
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ini seringkali mengubah watak dan karak-
ter seorang politisi. Seraya tersenyum kecut,
KH. Wasik bergumam:

“Banyak dik yang dulunya biasa-
biasa saja, sekarang sudah kaya
raya teman-teman saya itu (para
politisi lokal - pen.). Rumahnya ti-
ba-tiba mewah. Bahkan ada yang
mobilnya tiga. Gak tahu dari mana
itu asalnya... Sakeng ta’ enga’ se
mateya jareya (Bahasa Madura:
‘Saking tidak ingat kalau mereka
akan menjemput ajal nanti, bah-
wa semua akan ditanya dan dim-
intakan pertanggungjawaban’)”.

Kalimat “sakeng ta’ enga’ se mateya”
ini ditekankan oleh KH. Wasik guna menya-
sar kesadaran dalam memandang hidup di
dunia nan fana ini. Bahwa ada alam setelah
dunia. Bahwa apa yang kita dapatkan di du-
nia ini akan dimintakan pertanggungjawa-
ban di hari akhir yang lebih kekal itu.

KH. Wasik Bahar yang berkiprah di
dunia partai politik ini mengakui bahwa tu-
juannya dulu bersedia diminta memimpin
DPD PAN Sumenep (1999-2004) adalah
benar-benar ditujukan untuk amar ma’ruf
nahi munkar. Hal ini dibuktikan dengan
tidak bersedianya beliau untuk sekadar
dicalonkan menjadi calon anggota legisla-
tif (caleg) ketika Pemilihan Umum berlang-
sung. Seharusnya, secara kasat mata, ke-
beradaannya di pusaran elit'® ini sangatlah
mudah jika harus memanfaatkannya untuk
kepentingan pribadi (dalam arti materi).
Namun yang terlihat hingga kini hanyalah
kebersahajaannya. Rumahnya masih sama
seperti dahulu. Jalan menuju rumahnya
hanya bisa dilalui mobil tanpa bisa bersali-
pan. Juga belum terkena aroma aspal. Lang-
gar dekat rumahnya tempat memberikan
pengajian pun belum berubah, semacam
rumah panggung. Kendaraan yang dimiliki
masih berupa dua sepeda motor. Belum ada
kendaraan roda empat nangkring di hala-
man rumahnya. Beliau mengisahkan:

16 Sebut saja kedekatannya dengan semisal
Amin Rais (eks Ketua MPR, Ketua MPP PAN
2010-2015), Hatta Rajasa (Menko Pereko-
nomian 2009-2014, Ketua Umum DPP PAN
2010-2015), Jenderal (purn.) Ryamizard Rya-

“Banyak tawaran untuk memberi-
kan saya cuma-cuma berupa mo-
bil dari para pejabat maupun poli-
tisi. Ini sudah kali kesekian saya
tolak. Mulai dari merk Suzuki Er-
tiga, Toyota Innova, sampai yang
paling mewah itu bentuk jeep
lupa saya merknya, Land Rover
kalo gak salah.

Bukannya apa, selain saya ber-
pikir ada apa di balik pemberian-
pemberian politis seperti itu, saya
ini juga harus bisa mengukur diri.
Kalau sekadar sepeda motor, saya
masih kuat beli bensinnya. Tapi
kalau mobil? Dari mana saya?

Tapi kalau cuma diberi rokok-ro-
kok 1-2 bungkus gitu tetap saya
terima lah. Karena itu tidak akan
mempengaruhi jiwa saya”, pung-
kasnya sembari tersenyum.

KH. Wasik menekankan benar-benar
tentang perlunya menolehkan kepala kem-
bali kepada prinsip-prinsip Islam, bahwa
yang haq (benar) itu tidak dapat dicampu-
radukkan dengan yang bathil. Dalam kesem-
patan berbeda, Ustadz Yasin menyayangkan
temuan bahwa anggota DPRD menerima
pendapatan dengan adanya “embel-embel”
harapan tentang kemudahan pengurusan
sesuatu (dalam hal ini penganggaran dan
pelaksanaan APBD). Fakta bahwa banyak
anggota DPRD berlatar belakang tokoh aga-
ma sungguh miris. Beberapa diantaranya
bahkan pengasuh pondok pesantren. Ustadz
Yasin berujar:

“Saya sudah lama mendengar
fenomena ini. Banyaknya ang-
gota Dewan yang menggunakan
kekuasaannya untuk kepentingan
pribadi dan partainya. Bahkan su-
dah jadi rahasia umum itu... Yang
saya sayangkan sekali banyak di-
antara anggota Dewan itu adalah
orang yang tahu agama”

cudu (Mantan KASAD) dan lain-lain. Aktivita-
snya di kepengurusan forum BASSRA (Badan
Silaturahmi Ulama seluruh Madura) juga
menjadikannya dikenal luas di kalangan ula-
ma minimal di Jawa Timur.
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Keresahan seorang tokoh agama terha-
dap perilaku sejawatnya menjadi sinyal be-
tapa tidak idealnya kondisi yang ada. Ustadz
Yasin!” takut, sesorang yang tahu agama
lalu tidak menjalankannya jatuh dalam ka-
tegori orang munafik. Antara apa yang dida-
kwahkan tidak selaras dengan apa yang di-
kerjakan. Rasulullah mencirikannya sebagai
berikut:

“Tanda orang munafik itu ada tiga:
apabila berkata, dia berbohong;
apalagi berjanji dia mengingkari;
dan apabila dipercaya, dia meng-
khianati”. (H.R. Bukhari Muslim).

Berbagai penjelasan di atas menjadi
pedoman bahwa seyogyanya antara iman
Islam dan tindakan harus dalam satu jalur
(in line). Ketika tindakan fraud (termasuk ko-
rupsi di dalamnya) merupakan tindakan ke-
mungkaran menurut ajaran Islam, maka po-
la tindak yang harusnya ada adalah sekuat
tenaga menjauhinya. Pun ketika langit ha-
rus runtuh!®, kebenaran (Islam) harus tetap
ditegakkan.

Pemaknaan para aktor pengelola
keuangan daerah dalam penelitian Setiawan
et al. (2013) secara umum melihat wilayah
grey area of fraud dalam pandangan lebih
dekat ke “haram” merupakan sebuah pe-
tunjuk. Petunjuk bahwa sejatinya dalam
kesadaran permenungan terdalam, para
informan tersebut mampu mengendapkan
nilai-nilai Islam secara baik. Namun rasio-
nalisasi yang menjadi alasan pembenar yang
menjadikan kesadaran terdalam itu men-
jadi terkikis perlahan, lama-lama menguap.
Alhasil, alasan “kebiasaan”, juga “budaya”
yang bertahun-tahun “terawat dengan baik”
di institusi tersebut menjadi dasar kuat un-
tuk melegitimasi tindakan yang terkategori
atau terindikasi fraud.

Sebagai awal segalanya, karakter diri
masing-masing individu haruslah diperkuat.
Dalam kondisi dan situasi apapun, bahkan
dalam lingkungan yang “kotor” sekalipun,
pengimplementasian ajaran Islam ini harus

17 Selain aktif di kepengurusan PD Muhammadi-
yah, dai yang sering berkeliling ke penjuru
kabupaten untuk berdakwah ini juga masuk
dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Kabupaten Pote Tolang.

18 Meodifikasi dari adagium dalam dunia hu-
kum: keadilan harus ditegakkan walaupun
langit akan runtuh sekalipun (fiat justicia ruat
caelum)

dipegang sepenuhnya. KH. Wasik lantas me-
nyebut kosa kata “integritas” sebagai tameng
segalanya, seraya menunjuk pada tulisan
besar yang sengaja dipasang di jendela teras
rumahnya yang berbunyi:

“INTEGRITAS pribadi adalah ket-
abahan untuk tidak menyalahgu-
nakan kesempatan guna meng-
himpun MATERIAL yang bukan
miliknyal!!®”

Dalam ajaran Islam, sikap yang diambil
oleh KH. Wasik dalam menjaga integritas diri
ini adalah perwujudan sifat yang dianjurkan
dalam memaknai hidup: gonaah?®°. Mengutip
pendapat At-Tirmidzi, Khirzin (2005a:148)
menjelaskan bahwa gana’ah adalah kepua-
san jiwa terhadap rejeki yang diberikan,
menemukan kecukupan di dalam apa yang
ada di tangan, dan tidak menginginkan apa
yang tiada di tangan.

Satu sifat lagi yang efektif untuk mem-
bentengi diri dari godaan limpahan dunia
yang tidak jelas arahnya adalah zuhud?'.
Menyitir pendapat Sufyan Al Tsauri, Khir-
zin (2005b:136) dan Muslim (2011), zuhud
terhadap dunia artinya tidak mengumbar
harapan. Pribadi yang mempercayakan se-
gala urusannya kepada Allah, ridha terha-
dap segala pengaturan-Nya, serta memutus
ketergantungan baik disebabkan rasa takut
maupun harapan berlebih kepada makhluk.
Tidak gembira karena mendapatkan dunia
dan tidak pula bersedih saat kehilangannya.
Zuhud dengan demikian tidak pula berarti
kita tidak makan makanan yang bergizi.
Atau tidak mengenakan pakaian yang tidak
bagus. Pokok persoalannya adalah ada di
hati dan pikiran: bahwa hingar bingar dan
keranuman dunia diletakkan sekadarnya
saja. Sewajarnya saja. Tidak berlebihan. Ti-
dak mengumbar kerakusan dan ketamakan
(Madaniy 2010). Semua urusan dunia di-
arahkan menuju keabadian akhirat. Hal
ini sesuai pesan Allah untuk menghindari
kecintaan berlebihan terhadap dunia: “Dan
kamu mencintai harta benda dengan kecin-

19 Tulisan “Integritas”dan “Materialisme”’memang
dicetak kapital dalam tulisan aslinya.

20 Berasal dari kata gqana’a-yagna’u gqana’an
gana’atan. Artinya rela, suka menerima apa
yang dibagikan kepadanya.

21 Ari dasarnya adalah tidak suka terhadap ses-
uatu, lebih mencinta keakhiratan. Melepas ke-
cintaan yang terlalu terhadap dunia.
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taan yang berlebihan (QS. Al-Fajr : 20).

Ketika sifat gana’ah dan zuhud ini ada
dalam diri setiap aktor, maka segala godaan
materi yang berasal dari area “abu-abu”
(apalagi yang jelas “hitam) sesungguhnya
tidak akan mempengaruhi karakter kepriba-
dian. Ia akan terus lurus di jalanNya. Rasu-
lullah adalah contoh utama tentang gana’ah
dan zuhud ini. Kehidupan beliau sungguh
sangatlah berjarak terhadap gegap gem-
pita dunia. Posisinya sebagai Kekasih Allah
sangatlah mudah untuk meminta apapun
kekayaan dunia. Apapun yang akan rasul
pinta, nicaya Allah mengabulkan. Namun
beliau tidak pernah aji mumpung. Sepan-
jang sejarah kehidupannya, beliau tetaplah
sederhana. Tidur pada tempat tidur yang tak
lembut. Busana yang tak mewah, namun
bersih dan rapi. Seluruh diri dan dunianya
diwakafkan untuk sebesar-besar kemakmu-
ran dan kesejahteraan umat.

Pembeberan sekelumit uswah Rasu-
lullah ini, bagi saya, adalah sebuah otokritik
bagi mayoritas muslim negeri ini yang de-
ngan bangganya mengaku sebagai ahlus sun-
nah wal jamaah?. Terasa ironis, banyaknya
pemimpin publik ini yang yang mengaku
ahlus sunnah, pengikut sunnah Rasul, na-
mun perilaku kehidupannya jauh panggang
dari api dengan sosok mulia tersebut. Ter-
masuk pula para aktor pengelola keuangan
daerah yang menjadi topik pembahasan ini.
Sebenarnya, tentang persoalan rejeki dari
Allah untuk seluruh umatnya tidak akan
menjadi masalah berarti. Jangankan ma-
nusia, binatang terkecil pun telah dijamin
rejekinya oleh Allah. Perhatikan janji Tuhan
dalam Al-Qur’an:

“Dan tidak ada suatu binatang
melata pun di bumi melainkan Al-
lah-lah yang memberi rezekinya,
dan Dia mengetahui tempat ber-
diam binatang itu dan tempat pe-
nyimpanannya. Semuanya tertulis
dalam kitab yang nyata (Al Lauh

22 Golongan ini secara sederhana dijelaskan
merupakan pengikut nilai-nilai Islam yang
langsung merujuk pada Sunnah Rasul dan ja-
maah para sahabatnya (Wikipedia)

23 yang secara sederhana dapat dijelaskan se-
bagai penyisihan atas belanja kegiatan, baik
swakelola maupun yang bekerjasama dengan
pihak ketiga.

24 Istilah “ceperan” menjadi kosakata populer
dalam konteks ini.

25 Secara sederhana, materialisme dipahami se-
bagai pandangan hidup yang meletakkan se-
gala sesuatu yang bermakna terdapat dalam
dunia kebendaan (material) semata. Segala
sesuatu yang bersifat indrawi, dunia material.

Al Mahfuz).” (QS. Huud: 6).

Ayat di atas dapat menjadi sanggahan
bagi pemaknaan beberapa aktor yang mera-
sa gaji “resmi’-nya tidak mencukupi kebu-
tuhan keseharian keluarganya. Rasional-
isasi yang diciptakan untuk “membenarkan”
bahwa mekanisme “dana taktis”?® yang ber-
ada di “area abu-abu fraud’dapat mengalir
menjadi tambahan penghasilannya?*. Tak
terkecuali bagi atasan-atasan di kantor yang
sesungguhnya sudah melebihi penghasilan
para staf di level bawah. Juga para anggota
DPRD yang juga kecipratan, minimal pada
saat proses penganggaran. Jika rejeki semua
makhluk, lebih-lebih manusia, telah pasti
dijamin Allah, maka sesungguhnya tidak
ada alasan bahwa penghasilan yang “halal”
(resmi, legal) tidaklah mencukupi.

Ustadz Yasin menengarai, bahwa se-
benarnya bukan masalah kecukupan re-
jeki yang menjadi landasan pemicu lahirnya
tindakan fraud ini. Manusia itu tidak akan
pernah cukup, selalu kurang. Rasulullah
sudah mengingatkan ini sedari awal dalam
sabdanya:

“Sekiranya anak cucu Adam telah
memiliki dua lembah emas, nis-
caya dia akan menginginkan lem-
bah emas yang ketiga...” (H.R.
Bukhari dan Muslim).

Pesan Rasulullah ini sangat jelas ten-
tang watak manusia. Ustadz Yasin melanjut-
kan, disinilah faktor pemicu tindakan fraud
yang disebut ketamakan (greedy). Bahwa re-
jeki yang diterima selalu dianggap tidak cu-
kup. Dan segala cara perolehan untuk men-
cukupi ketamakan kemudian dianggap sah.

Sebagai ulama yang senantiasa hidup
di tengah-tengah masyarakat, Ustadz Yasin
melihat bahwa salah satu yang menyebab-
kan semaraknya hawa ketamakan adalah
berubahnya gaya hidup. Beliau menyebut
tiga isme sebagai pemicu terbesarnya: mate-

26 Hedone berakar dari bahasa Yunani yang be-
rarti kesenangan. Hedonisme didefinisikan
sebagai pandangan hidup yang menganggap
kebahagiaan hidup itu dapat dicapai jika ma-
nusia mampu mengumpulkan dan menik-
mati semua kesenangan hidup sebanyak-ban-
yaknya

27 Pragmatisme di sini diartikan sebagai pan-
dangan hidup yang mengutamakan segi kepa-
raktisan atau bersangkutan dengan nilai-
nilai praktis (dalam kehidupan sehari-hari).
Orang yang pragmatis hanya berpikir tentang
bagaimana mencukupi kebutuhan sehari-hari
saja, tidak hal lain semisal idealisme, spiritu-
alisme dan lain-lain.
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rialisme?’, hedonisme?® dan pragmatisme?’.
Ketiga isme-isme ini telah merasuki preferen-
si masyarakat, tak terkecuali tokoh agama,
untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya
lembah emas. Ketika kesempatan ada, tidak-
lah mengerankan usaha untuk menumpuk
kebendaan duniawi ini akan menjadi poros
utama segala aktivitasnya.

Jika fraud dipersamakan dengan pen-
curian, maka untuk memberikan efek jera,
ada baiknya menoleh kepada hukum Islam
untuk memberikan hukumannya. Kalau-
pun secara hukum formal di Indonesia tidak
mewadahi hukuman tegas ala potong tan-
gan, mungkin bisa dipikirkan rerangka hu-
kum yang lebih memberikan ketegasan tapi
menghambat seseorang mudah tergelincir.
Yang penting substansinya adalah huku-
man tersebut akan menjadikan para pelaku-
nya berpikir berkali-kali untuk melakukan-
nya. Membuat malu diri dan keluarganya.
Menghancurkan martabat dan harga dirinya
sebagai manusia di mata khalayak. Tidak
seperti sekarang. Banyak tersangka kasus
korupsi masih dengan senyum lebar dan
busana mewah duduk di kursi pesakitan.
Seakan tidak ada beban yang memberatkan
ketika didakwa korupsi. Dan seiring berlalu-
nya waktu, figur-figur terpidana ini kembali
ke kancah publik dengan begitu bangganya
begitu selesai menjalani hukuman.

Ajakan untuk kembali kepada subs-
tansi beragama Islam juga dikumandangkan
KH. Wasik Bahar. Secara panjang lebar be-
liau menukas:

“Al-Qur’an dan Hadist telah me-
wariskan sistem yang baik. Ini su-
dah teruji sejak beribu ribu tahun
yang lalu. Permasalahannya terle-
tak pada tingkat keyakinan bukan
pada Allah, tapi pada sistem yang
dibuat manusia sendiri. Ini yang
salah dan telah merusak dada-
nya... Kalau sadar bahwa dunia
adalah tempat transit maka tidak
akan terjadi korupsi ini. Tidak ter-
kecuali para PNS yang diamanahi
sebagai pelayan masyarakat. Juga
para anggota DPRD itu...”

Ustadz Yasin berpesan, khususnya ke-
pada pemuka agama yang hari ini mendapat-
kan amanah untuk duduk di kursi jabatan
publik, untuk menjadi teladan yang baik (us-
wah hasanah). Ketika tone of the top ini baik,
dilakukan oleh para tokoh panutan umat,

maka ke bawah, usaha-usaha pencegahan
terjadinya fraud lebih mudah tersampaikan.

Nantinya, pungkas Ustadz Yasin, un-
tuk menjadikan sebuah tatanan bernegara
itu baik, kerjasama (dalam arti yang baik-
baik) antara tiga pilar mutlak diperlukan.
Tiga pihak itu adalah ulil amri (pemerintah,
apararur negara), ulil amwal (para saudagar,
pengusaha) serta ulil anfus (tokoh masyara-
kat). Jika ketiganya berada dalam satu
frekuensi kebaikan (taawanuu ala al-birri wa
at-taqwa), maka keniscayaan untuk mene-
gakkan kebenaran agama Allah itu terwujud.

SIMPULAN

Berdasarkan karakteristiknya, terma
fraud dalam khazanah Islam waktu ditu-
runkan belum ada. Konsep yang paling dekat
adalah risywah (suap menyuap). Risywah
ini awalnya berkaitan dengan suap menyu-
ap kalangan hakim pemutus sebuah kasus.
Namun ini kemudian berkembang menjadi
konsep pemberian sesuatu kepada pejabat
publik dengan tujuan atau maksud tertentu.

Selain itu, konsep fraud secara analogi
(qiyas) dapat dipersamakan dengan pencu-
rian. Fraud merupakan pencurian dalam
tingkatan bahaya (dlarar) yang lebih besar
dari sekadar pencurian biasa. Hal ini dika-
renakan apa yang dicuri melibatkan uang
negara, uang rakyat banyak. Jika pencurian
biasa, hukuman dalam Islam ditetapkan
dengan potong tangan, maka seyogyanya
hukuman bagi pelaku fraud (korupsi di da-
lamnya) perlu jauh lebih tegas. Ini penting
untuk memberi efek jera.

Terma lain yang terkait dengan fraud
ini adalah apa yang Al-Qur’an menyebutnya
al-ghulul. Secara sederhana ini berarti “khi-
anat”. Awalnya, al-ghulul dilekatkan pada
pengkhianatan atas harta rampasan perang.
Namun kemudian Rasulullah melekatkan-
nya pula pada tindakan pengkhianatan yang
dilakukan oleh pejabat (pegawai) publik yang
menggunakan kewenangannya mengambil
harta di luar ketentuan yang seharusnya.
Rasulullah dengan tegas mengecam tinda-
kan al-ghulul ini. Neraka ancaman balasan
yang setimpal, demikian tegas Rasul.

Islam sangat tegas dalam urusan me-
misahkan antara yang benar (haq) dan
(bathil), antara halal dan haram, antara yang
putih dan hitam. Maka rasionalisasi apapun
tidak dapat diterima untuk mencampur-
adukkan keduanya, kecuali dalam keadaan
darurat. Bahkan jika terdapat area abu-abu
(syubhat), Islam dengan meyakinkan lebih
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memaknainya sebagai lebih dekat kepada
hitam, dan perlu dijauhi. Semuanya lantas
terkumpul dalam hadist yang berbunyi: Al-
Halalu Bayn Wal Haroomu Bayn, yang halal
itu jelas, yang haram pun demikian, dan
keduanya tidak mungkin dipercampurkan.
Tidak ada wilayah abu-abu yang dapat
dibenarkan sebagaimana aparatur pengelola
keuangan daerah menafsir “Dana Taktis”
dalam penelitian Setiawan et al. (2013).

Banyaknya area permakluman berke-
dok justifikasi, pembenaran atas tindakan
yang sejatinya disadari sebagai kemung-
karan menjadi awal malapetaka fraud dapat
terjadi. Iman Islam yang telah tertancap di
dada pada akhirnya tidak terejawantahkan
di dalam perbuatan sehari-hari, termasuk
melakukan “fraud”. Ada gap yang menganga
diantara kesalehan individu dan kesalehan
sosial. Tak terkecuali menghinggapi pula
banyak tokoh pemuka agama (Islam). Se-
buah hal yang sangat disayangkan. Ketika
negeri ini krisis keteladanan, tokoh-tokoh
agama yang secara pemahaman agama
dianggap memiliki kapasitas lebih, tidak
berada di garda terdepan untuk sekadar
mengelakkannya. Alih-alih melarang, tak ja-
rang pula banyak yang larut dalam pusaran
kenikmatan duniawi kebendaan tersebut.
Ada tengara, bahwa ada faktor ketamakan
(greedy) yang menjadi salah satu pemicu
terbesar fenomena ini. Lebih-lebih ketika
godaan gaya hidup di era yang menjunjung
tinggi kebendaan duniawi begitu merasuki
dada manusia yang sejatinya sadar bahwa
perbuatannya salah.

Akhirnya, tidak ada jalan lain untuk
menuju idealitas kondisi pengamalan ajaran
agama yang baik ini selain kembali menoleh
kepada bagaimana Islam telah memberi-
kan pedoman secara substantif. Islam telah
lengkap mewariskan nilai-nilai yang sesuai
dengan perkembangan zaman, lintas waktu
dan geografis (likulli zaman wal makaan).
Beragama secara substantif. Beragama se-
cara menyeluruh (kaffah). Meletakkan dunia
sebagai persinggahan sementara (kata fal-
safah Jawa mung mampir ngombe, sekadar
perhentian sementara) dan akhirat tujuan
sejati. Tujuan kembali yang hakiki. Innalil-
lahi wa inna raaji’'un. Semoga. Amin Ya Robb.
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